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ABSTRACT 

 

 

Abstract : The need for land today has brought many issues in various fields. Land in 

the land concept itself is a limited entity with demand that always increases every time. 

The increasing need for land for its use as a settlement also increases the need for 

road access. However, on the other hand, there are also land disputes which are also 

related to road access due to the non-fulfillment of this infrastructure by certain 

parties. Also fulfilling the availability of full road access is related to existing legal 

provisions. One of the laws that exist in society is Islamic law with the condition that 

the majority of the Indonesian population is Muslim. This research discusses the 

concept of resolving road access disputes through mediation in the community in 

Jabung Village, Mlarak District, Ponorogo Regency when viewed from the perspective 

of Islamic law regarding peace/ishlah. This research also discusses the relationship 

between national law and Islamic law according to the concept of Tri Religious 

Harmony. The results of this research show that there is an application of Islamic law 

regarding ishlah in mediation through contextual simplification in the principle of 

ishlah itself with the final result being compensation for operational costs for building 

road access barrier walls. And the existence of the concept of Tri Religious Harmony 

ultimately contributes to fulfilling the peace aspect in resolving this dispute. The 

conclusion of this research is that Islamic law that lives in society is contextual law. 

Where the implementation is through simplification and broad delivery. Also, the 

application of Islamic law in resolving this dispute also incorporates the concept of 

customary/social law in resolving this dispute. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kompleksitas kebutuhan tanah pada zaman sekarang ini telah membawa banyak 

isu di berbagai bidang. Adapun isu-isu yang muncul antara lain adalah isu yuridis, 

moneter, sosial, dan kebijakan. Hal ini dikarenakan tanah memegang peranan penting 

dalam keberlangsungan kehidupan manusia baik sekarang maupun nanti (Akbar, 

2022). Tanah dalam konsepsi land sendiri merupakan entitas terbatas dengan jumlah 

permintaan yang selalu meningkat setiap waktunya, ketersediaan tanah menjadi langka 

dan menyebabkan tanah menjadi komoditas yang berharga.  

Keadaan perkembangan zaman juga telah mendorong adanya penggunaan lahan 

secara masif, berkembang, dan berkelanjutan. Persaingan yang terjadi dalam 

pemenuhan kebutuhan yang erat kaitannya dengan tanah selalu terjadi. Persaingan ini 

terjadi untuk kefungsian tanah yang dipergunakan untuk permukiman, jalan, 

perkantoran, dan lain sebagainya (Makarauw, 2012). 

Pertambahan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor utama penyebab 

bertambahnya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan tanah di masyarakat.  

Pembangunan permukiman di wilayah kota juga lebih dirasakan pesatnya karena 

pengaruh meningkatnya urbanisasi dengan pemfokusan dan aktivitas penduduk di 

wilayah perkotaan, yang menjadikan sebuah wilayah perkotaan padat disertai 

peningkatan intensitas penduduk. Pengaruh urbanisasi menjadikan kebutuhan akan 

lahan di wilayah perkotaan meningkat (Anisyaturrobiah, 2021). Seiring berjalannya 

waktu, pembangunan permukiman penduduk harus pula diseimbangkan dengan 

pembangunan infrastruktur publik yang memadai. 

Infrastruktur publik yang lengkap dan baik membawa suatu kemanfaatan terhadap 

keberlangsungan aktivitas masyarakat. Infrastruktur seperti jalan akan memudahkan 

mobilisasi harian masyarakat, kemudian sebaliknya apabila kondisinya buruk maka 

akan mengganggu mobilisasi harian masyarakat (Sasmito, 2017). Jalan yang 

disediakan pada wilayah perkotaan tentu memiliki ragam yang lebih harus lengkap 

baik secara fungsi maupun jenis karena berbanding sejajar dengan lebih beragamnya 

lahan kepemilikan antar penduduk. Pada realitanya, pembangunan permukiman 
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memang memiliki kecenderungan yang tidak merata dalam suatu wilayah. Namun, 

dapat ditengarai dengan dominannya persebaran dengan polanya memanjang linear 

mengikuti jalan. Sehingg padatnya permukiman di daerah tersebut disebabkan oleh 

adanya kecenderungan memilih tempat tinggal di dekat akses jalan. 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) 

menjelaskan mengenai fungsi sosial hak atas tanah yang berkaitan dengan 

keseimbangan kepentingan sosial dengan kepentingan personal terkait hak atas tanah. 

Apabila dikaitkan dengan Pasal 674 KUHPerdata mengenai pengabdian pekarangan, 

fungsi sosial hak atas tanah ini berkaitan dengan pengabdian tanah seseorang untuk 

orang lain yang bersebelahan. Dengan konteks, tetangga yang bersebelahan tersebut 

membutuhkan adanya akses jalan menuju jalan utama dengan melewati tanah 

seseorang tersebut. 

Faktor penghambat dari pemenuhan kebutuhan akses jalan masyarakat di atas 

tanah hak milik sebagai pengimplementasian fungsi sosial hak atas tanah sendiri, ialah 

berhulu pada faktor internal melalui hubungan sosial masyarakat dengan si pemilik 

tanah. Hubungan seseorang dengan orang lain merupakan interaksi sosial yang 

didukung oleh adanya ketergantungan antar sesama manusia (Hafid, 2016). Hubungan 

pemilik tanah dengan masyarakat tentu memiliki sebuah kespesialan tersendiri yang 

mempengaruhi adanya pemberian suatu kerelaan si pemilik tanah dalam penggunaan 

tanahnya oleh masyarakat.  

Pada daerah yang penduduknya masih memiliki dan menganut nilai sosial dalam 

bertetangga, terdapat suatu pemahaman mengenai kerelaan hati suatu pemilik tanah 

untuk memberikan akses jalan kepada tetangga yang berada di belakang tanah mereka. 

Perwujudan nilai sosial pada pemukiman yang berdampingan selain dengan ikhlas 

berkerelaan, kerukunan dalam sosial masyarakat juga perlu diwujudkan dengan rasa 

toleransi yang tinggi. Tolerasi dalam cakupan hubungan umat beragama Islam juga 

merupakan kunci terbentuknya kerukunan dan keserasian hidup masyarakat beragama. 

Dalam hal ini, hukum agama tentu mempengaruhi adanya suatu kebiasaan dalam 

masyarakat umat beragama dalam menjalankan hubungan kemasyarakatan dalam 

kesehariannya (Umar, 2014). 

Hukum agama memiliki peranan penting dalam menjaga kerukunan dalam suatu 

umat. Dimana keberagaman agama yang ada di Indonesia juga dicita-citakan untuk 
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bisa saling berdamai dan rukun. Hal ini juga sesuai dengan sistem hukum Indonesia 

yang pada dasarnya menjamin kebolehan masing-masing masyarakat dalam menganut 

keberagaman agamanya termasuk juga mengenai penerapan hukum yang khas di 

dalamnya (Umar, 2014). Di sisi lain, Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 

1945 mengungkapkan bahwa adanya bangsa Indonesia ini juga dilandaskan mengenai 

agama dengan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Islam sebagai agama yang menjadi mayoritas di Indonesia membawa warna 

tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dalam prakteknya, menuju 

pemenuhan cita-cita hukum di Indonesia, kontekstualitas hukum Islam juga 

berkembang dalam masyarakat di tengah keberlangsungan hukum nasional.  Ditambah 

lagi, pada hakekatnya, hukum nasional yang hidup di masyarakat adalah merupakan 

serapan dari beberapa aspek adat, agama, dan budaya dari zaman dahulu. Dalam 

kondisi sekarang, yang membawa suatu keberagaman hukum,  pemberlakuan konteks 

hukum Islam di Indonesia juga secara tidak langsung sudah diberlakukan oleh 

penganut ajaran Islam itu sendiri (Mahfud MD, 2016). 

Hukum yang ada dalam masyarakat Islam tersebut tidak   mungkin diproduksi   

sendiri  oleh   individu   yang bersangkutan. Melainkan memiliki dasar hukum berupa 

Al-Quran dan Al-Hadits. Dasar hukum tersebut dalam masyarakat memiliki 

penerapannya tersendiri diantara masing-masing individu. Pada akhirnya, hukum 

hanya  ada  jika  ada komunitas atau kehidupan bersama antar manusia  yang  lebih  

dari  satu  orang.  Salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat Islam, terdapat 

hukum bermasyarakat. Hukum masyarakat dalam Islam sering dijelaskan dalam 

konsep muamalah.  

Hubungan kemasyarakatan/muamalah yang tidak baik tentu akan memiliki imbas 

yang besar terhadap penggunaan fungsi sosial pemilikan suatu tanah bagi masyarakat. 

Dengan konteks, bahwa penggunaan hak milik atas tanah untuk fungsi sosial dirasa 

kadang dan/atau sudah mencederai hak-hak kepemilikan rakyat (hak privat) si pemilik 

tanah, namun di sisi lain, faktor pemenuhan hubungan kemasyarakatan yang buruk 

tentu akan lebih mengganggu si pemilik tanah dalam merelakan status kepemilikan 

hak atas tanahnya untuk dilekati kefungsisosialan hak atas tanahnya oleh masyarakat 

(Rustan, 2013).  
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Penyelesaian mengenai permasalahan yang erat kaitannya mengenai hubungan 

kemasyarakatan, sering dijumpai dengan cara yang dianggap memiliki potensi tindak 

lanjut yang cepat dan cenderung menjunjung tinggi adat/kebiasaan dari masyarakat 

setempat itu sendiri.  Solusi penyelesaian permasalahan sosial melalui “temu bahasa” 

merupakan suatu yang paling umum dijumpai. Harnowo (2020), memaparkan Teori 

Diskursus Habermas tentang tindakan komunikatif yang bersifat merangkul hukum 

dapat membangun suatu kondisi sosial yang baik dalam segi kebersamaan.. Dalam hal 

ini, tindakan komunikatif dinilai menjadi salah satu bentuk penyelesaian suatu 

permasalahan sosial yang sangat umum untuk menjalin keeratan sosial. Bahasa adalah 

salah satu media untuk tindakan koordinasi penyelesaian problematika sosial. 

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian problematika sosial. Mediasi 

juga sebagai bentuk penanganan sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan bersama difasilitasi oleh pihak ketiga netral yang 

berorientasi pada kepentingan bersama dengan menjaga hubungan baik para pihak di 

masa mendatang hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). 

Jumlah data mengenai putusan tentang perkara “Penutupan Jalan” per 26 Februari 

2024, pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjumlah 

sebanyak 434 putusan. Hal ini menandakan bahwa suatu permasalahan mengenai 

perkara penutupan akses jalan sekelompok masyarakat oleh pihak pemilik akses jalan 

bukanlah suatu perkara yang sedikit dijumpai. Perkara penutupan akses jalan tentu erat 

kaitannya dengan permasalahan dalam ketidaksempurnaannya penerapan hak 

servituut. 

Hak servituut atau erfdienstbaarheid adalah hak untuk melewati pekarangan 

orang lain yang berbatasan karena tidak adanya akses jalan lain untuk menuju jalan 

umum. Adapun perselisihan atau sengketa mengenai akses jalan di atas tanah hak milik 

yang menyangkut penerapan hak tersebut untuk menjadi pokok bahasan oleh peneliti 

adalah sengketa yang terjadi antara Bapak Sunarto dan Bapak Margono yang 

bertempat tinggal saling bersebelahan. Permasalahan ini diawali dengan adanya 

kesalahpahaman tentang kegiatan keseharian Bapak Sunarto sebagai penjual ayam 

yang berlalu lalang melewati pekarangan Bapak Margono sebagai akses menuju rumah 

Bapak Sunarto. Permasalahan sengketa ini berujung dengan penembokan akses jalan 
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ke rumah Bapak Sunarto. Adapun penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui mediasi 

yang diawali dari tingkat lingkungan dan dusun sampai pada akhirnya dinaikkan pada 

lingkup perangkat desa. Kesamaan agama Islam antar para pihak juga menjadi suatu 

alasan yang menambahi keinginan peneliti untuk menganalisa bentuk penggunaan 

hukum Islam dalam penyelesaian sengketa para pihak. 

Pada akhirnya, permasalahan yang dirasa penting oleh peneliti adalah mengenai 

adanya peran hubungan kemasyarakatan dalam masyarakat umat beragama Islam 

dalam sengketa pertanahan pada akses jalan warga di atas tanah hak milik. Oleh karena 

itu, penelitian tentang “Implementasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa 

Akses Jalan di Atas Tanah Hak Milik (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan 

Mlarak, Kabupaten Ponorogo)” perlu dilakukan untuk bisa membuktikan bahwa 

adanya permasalahan pertanahan tentang pembatasan akses jalan bukanlah hal yang 

jarang dijumpai dalam masyarakat. Sehingga pada akhir penelitian, peneliti memiliki 

gagasan dan suatu sumbangsih secara personal maupun interpersonal dalam 

masyarakat untuk memberikan tambahan wawasan pertanahan apabila dijumpai kasus 

sengketa pertanahan akses jalan pada suatu kelompok masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan mengenai fungsi sosial hak atas tanah dalam sengketa akses jalan 

masyarakat terhadap pemilik sah hak atas tanah telah terjadi pada beberapa tempat. 

Sehingga dalam kaitannya, peneliti mempunyai anggapan bahwa beberapa hal 

mengenai penerapan regulasi, kondisi pemilik tanah, dan kondisi masyarakat harus 

didalami. Oleh karena itu, aspek yang menarik untuk dikaji atau diteliti menurut  

peneliti adalah pengimplementasian daripada regulasi yang telah diterbitkan dikaitkan 

dengan tindak penyelesaian sengketa yang sedang berjalan maupun telah selesai. 

Untuk memperjelas rumusan masalah dalam penelitian ini,  peneliti merumuskan 

beberapa pertanyaan pokok untuk memperjelas permasalahan dan alur pikiran yang  

peneliti usulkan:  

a. Bagaimana implementasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa akses 

jalan di atas tanah hak milik di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo? 
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b. Apa faktor yang melatarbelakangi penggunaan hukum Islam pada penyelesaian 

sengketa akses jalan di atas tanah hak milik di Kecamatan Mlarak, Kabupaten 

Ponorogo? 

c. Bagaimana interaksi yang terjadi antara hukum Islam dengan hukum nasional 

dalam proses penyelesaian sengketa akses jalan? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi 

ruang lingkup yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk 

memberikan arah yang jelas dan memfasilitasi pembahasan. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan pencapaian tujuan penelitian serta mencegah terjadinya penyimpangan 

atau pemecahan yang tidak relevan terhadap inti permasalahan. Berikut adalah batasan 

masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini: 

1. Informan merupakan Kepala Desa Jabung dan Ketua RT 002/RW 001 Jabung 3 

yang memahami proses penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak milik 

antar pihak. 

2. Fokus penelitian meliputi: 

a. Implementasi hukum Islam 

Pembahasan mengenai implementasi hukum Islam yang diteliti adalah 

mengenai penerapan kaidah toleransi antar sesama secara kontekstual dalam 

masyarakat. Kaidah yang diambil adalah berdasarkan konsep 

ishlah/perdamaian dalam muamalah secara sempit mengenai penyelesaian 

sengketa. Penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan hukum Islam 

secara kontekstual mengenai hukum tentang islah dalam Islam. 

b. Metode penyelesaian sengketa 

Metode penyelesaian sengketa yang diambil dan dibahas pada penelitian ini 

adalah menggunakan mediasi. Penelitian ini akan meneliti mediasi sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan sebagai metode 

penyelesaian sengketa dari awal sampai akhir proses penyelesaian sengketa. 

c. Aspek pengabdian pekarangan dan fungsi sosial hak atas tanah 

Penelitian ini akan meneliti bagaiamana penerapan pengabdian pekarangan 

dan kaitannya dengan fungsi sosial hak atas tanah. Penerapan pengabdian 
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pekarangan disini mencakup faktor penghambat dan model penerapan yang 

diinginkan dari pengabdian pekarangan tersebut. Adapun penerapan fungsi 

sosial hak atas tanah dikaitkan dengan keberlangsungan dari kemanfaatan 

suatu tanah yang menjadi objek sengketa terhadap ada atau tidaknya 

kemanfaatan tersebut dalam penelitian ini. 

d. Kaitan hukum Islam dan hukum nasional 

Penelitian ini membahas kaitan hukum Islam dan hukum nasional mengenai 

penyelesaian sengketa akses jalan. Peneliti menghendaki melihat kaitan 

keduanya melalui konsep Tri Kerukunan Umat Beragama.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui implementasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa 

akses jalan diatas tanah hak milik yang telah ditempuh oleh para pihak. 

2. Menganalisis faktor yang melatarbelakangi pengambilan konsep hukum Islam  

sebagai tindak penyelesaian terhadap kasus sengketa akses jalan diatas tanah hak 

milik. 

3. Mengetahui hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional dalam 

perumusan solusi penyelesaian terhadap kasus sengketa di masyarakat. 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara akademis yaitu memberikan informasi dan pengetahuan tambahan tentang 

kajian hukum Islam dalam penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak 

milik. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan 

evaluasi yang berguna dalam mengambil langkah kebijakan bagi Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) maupun tokoh masyarakat sebagai pihak yang ikut 

terlibat dalam penanganan sengketa akses jalan di atas tanah hak milik. 



  

63 

 

BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada dasarnya penelitian mengenai sengketa akses jalan diatas tanah hak milik 

bukanlah penelitian baru yang pertama kali dan satu-satunya. melainkan untuk 

memperkuat penelitian terdahulu. Sengketa akses jalan diatas tanah hak milik di Desa 

Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo merupakan suatu permasalahan 

pertanahan yang berkaitan dengan adanya pertengkaran sosial. Sengketa yang 

ditimbulkan berwujud dengan adanya penembokan akses jalan oleh satu warga 

terhadap akses pekarangan warga lain. 

Dalam pembahasannya, peneliti menemukan bahwa penerapan hukum adat yang 

dikaitkan dengan Islam ditujukan sebagai pendekatan diterapkan oleh perangkat desa 

terhadap pihak-pihak yang bersengketa mengalami suatu penerimaan yang baik. 

Kesepakatan yang “win-win solution” diambil sebagai penyelesaian permasalah untuk 

menuju ke arah perdamaian/ishlah. Selanjutnya, mengenai kaidah penyelesaian 

permasalahan dalam lingkungan umat beragama Islam, hukum Islam juga dapat 

menjadi tuntunan dalam penyelesaian masalah yang lain, tidak hanya dalam lingkup 

penyelesaian kasus sengketa akses jalan di atas tanah hak milik. Pendekatan pada 

proses mediasi ini menyumbang faktor keberhasilan mediasi yang baik. Pemenuhan 

persyaratan damai dalam ranah rukun  ishlah juga dipenuhi dengan baik, dengan hasil 

penyelesaian berupa adanya ganti rugi terhadap biaya pembangunan tembok. Yang 

pada akhirnya, pemberian akses jalan sebagai bentuk fungsi sosial hak atas tanah dapat 

berjalan dengan semestinya. 

Peneliti juga mengkaji bahwa penggunaan hukum nasional memang masih 

mendominasi, akan tetapi sistem hukum yang lain seperti hukum Islam dan hukum 

adat juga terus menampakkan diri. Akibatnya, dalam hukum dan kehidupan 

masyarakat muncullah suatu gagasan “law developed as society developed” (hukum 

mengikuti perkembangan masyarakat). Latar belakang dipergunakannya hukum Islam 

pada penyelesaian sengketa akses jalan adalah karena masyarakat di Desa Jabung, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo secara agama memang didominasi oleh 

masyarakat Islam. Hal ini lah, yang menyebabkan adanya penggunaan hukum Islam 
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digunakan sebagai metode pendekatan mediasi. Adapun pendalilannya mengenai 

hukum Islam sendiri mengalami adanya penyederhaan secara verbal. Dengan 

disederhanakan pengungkapannya secara kontekstual yang dapat diartikan sebagai 

ajakan untuk tidak berpecah belah serta saling merangkul dan menyelesaikan masalah 

antar sesama. Hal ini ditujukan, agar internalisasi hukum pada masing-masing pihak 

dapat terwujud dengan baik dan matang, sehingga proses mediasi dapat berjalan secara 

lebih efektif. 

Mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa akses jalan di atas tanah hak 

milik ditengarai oleh adanya penerapan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yang 

baik. Dimana dua dari tiga aspek Tri Kerukunan Umat Beragama pada penyelesaian 

sengketa akses jalan di atas tanah hak milik ini terlaksana dengan baik. Yaitu aspek 

kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan 

pemerintah. Pada akhirnya, peran hukum Islam dalam masyarakat adalah sebagai 

hukum yang dapat dimengerti dengan mudah sebagai jembatan menuju terwujudnya 

cita-cita hukum nasional. 

 

B. Saran 

Pada penghujung naskah penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang 

kedepannya diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, antara lain: 

1. Kepada Pemerintah Desa Jabung, peneliti berharap dapat membangun sistem 

penyelesaian masalah yang terorganisir di dalam sistem pelayanan desa. Sehingga 

pada prakteknya terdapat suatu pegangan bagi seluruh perangkat Pemerintahan 

Desa Jabung bisa lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, peneliti berharap 

mengenai pengadaan acara penyuluhan keakraban dan guyub rukun se-Desa 

Jabung. 

2. Kepada seluruh masyarakat Desa Jabung, peneliti berharap kepada masing-

masing perseorangan agar selalu memupuk rasa persatuan, kerukunan, dan 

toleransi antar sesama. Dimulai dari lingkup terkecil dari masing-masing 

keluarga. 

3. Kepada pihak yang membaca, untuk dapat selalu menyampaikan masukan kepada 

peneliti. Maka sebaiknya, penelitian ini memiliki kelanjutan penelitian untuk 

menyempurnakan keterbatasan peneliti dalam menyusun penelitian ini. 
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